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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini penyalahgunaan sumber daya alam oleh manusia telah banyak 

menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Kebakaran 

lahan seringkali disebabkan oleh manusia, terutama banyaknya kasus 

meningkat yang disebabkan oleh manusia yang sengaja membakar lahan. 

Pembakaran lahan merupakan kejahatan serius yang dapat merusak 

lingkungan dan membahayakan nyawa masyarakat. Kebakaran lahan 

menyebabkan kerusakan pada ekosistem hutan dan lahan sehingga sangat 

sulit untuk dipulihkan dan diperbaiki. 

Pembakaran lahan yang secara sengaja oleh manusia dapat dikatakan 

sebagai suatu bentuk kejahatan dan dapat dinyatakan suatu tindak pidana 

karena tindakan tersebut memiliki suatu dampak yang dapat merugikan 

kepentingan banyak orang, serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

sehingga terdapat sanksi bagi pelakunya. Tindakan pembakaran lahan yang 

dilakukan secara sengaja oleh satu orang  atau satu kelompok merupakan 

perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup, sehingga hal tersebut 



 

 

 

 

2 

termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup.1 Perbuatan tindak pidana 

pembakaran lahan yang secara sengaja ini diakibatkan oleh masyarakat yang 

kurang kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.  

Untuk memaksimalkan pengendalian dan pencegahan pembakaran 

lahan secara sengaja yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu 

ini, pemerintah provinsi di Indonesia mengupayakan dengan mengadakan 

patroli terpadu sebagai upaya mensinergikan para pihak dalam pencegahan 

kebakaran lahan dengan melibatkan POLRI, dan aparat desa/tokoh 

masyarakat.2    

Ketika situasi darurat terjadi, instansi pemerintah yang terkait dengan 

kebakaran lahan bersatu untuk memadamkan dan memadamkan api. 

Keterlibatan multi-instansi berada dalam satu wadah yakni Satuan Tugas 

Penanggulangan Karhutla yang dibentuk pimpinan daerah. Satuan tugas pada 

umumnya bermarkas atau berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD).3 

 

 

                                                 
1 Nur Rochati, R.B. Sularto, J. I. S, “Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Diponegoro Law 

Journal, Universitas Diponegoro, Vol. 26, No.22 (2017), hlm. 9. 
2 Siti Nurbaya, “Siaran Pers, Upaya Serius Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan 

2016” diakses https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-

kebakaran-hutan-dan-lahan, pada tanggal 31 Januari 2024. 
3 Kushartati Budiningsih, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

di Provinsi Sumatera Selatan” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 14 No.2, (2017), hlm. 

174. 

https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan
https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan
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Berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi luas kebakaran lahan di 7 

Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2023 : 

 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan (Ha) 7 Provinsi di Indonesia Tahun 

2018-2023 

 

Provinsi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aceh 1.284,70 730 1,078 1.267 3.716 1.936 

Jambi 1.577,75 56.593 1.002 540 918 6.308 

Jawa 

Timur 

8.886,39 23.655 19.148 15.458 2.380 48.114 

Lampung 15156,22 35.546 1.358 5.411 7.989 6.045 

Maluku 14.906,44 27.211 20.270 11.807 14.954 41.372 

Riau 37.236,27 90.550 15.442 8.970 4.915 6.990,97 

Sumatera 

Selatan 

2.241,90 336.798 950 5.245 3.723 109.460,67 

Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan4 

 

 

Berdasarkan data dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terdapat tujuh provinsi yang 

sering terjadi kebakaran terjadi setiap tahunnya. Dari tabel tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah luas kebakaran lahan  provinsi Sumatera Selatan 

pada tahun 2023 melonjak cukup tinggi, yaitu di 109.460,67 (Ha). Hal ini 

                                                 
4 Karhutla Monitoring Sistem https://sipongi.menlhk.go.id/ diakses pada tanggal 01 Januari 

2024. 

https://sipongi.menlhk.go.id/
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mencakup lahan yang terbakar di provinsi Sumatera Selatan yang baru-baru 

ini terjadi.5   

Berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi luas kebakaran lahan di 7 

Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 : 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Luas Kebakaran Lahan (Ha) di Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018-2023 

 

Kab/Kota 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Banyuasin 1.287,00 63.091,00 37,00 236,00 11,00 25.971,44 

Lahat 0 6,00 2,00 66,00 19,00 169,58 

Muara Enim 259,00 5.937,00 35,00 130,00 127,00 2.304,70 

Musi 

Banyuasin 

731,00 27.705,00 205,00 686,00 205,00 4.237,83 

Musi Rawas 

Utara 

2,00 0 24,00 303,00 631,00 4.903,06 

Ogan Ilir 788,00 11.414,00 21,00 998,00 1.443,00 6.947,00 

Ogan 

Komering 

Ilir 

12.879,00 194.824,00 569,00 1.035,00 247,00 61.045,89 

Sumber: Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan6 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Ogan Komering 

Ilir yang menduduki tingkat pertama yang sering terjadi kebakaran lahan. 

Kemudian, pada tingkat kedua berada di daerah Banyuasin, dan yang ketiga 

adalah Ogan Ilir. Ketiga daerah ini menduduki tingkat tinggi luas kebakaran 

lahan yang paling utama di Sumatera Selatan. Menurut Kapolda Sumsel, para 

                                                 
5 Rifa    Yusya    Adilah,    “Kebakaran  hutan di Indonesia tahun  2020” diakses 

https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-

81-persen.html pada tanggal 02 Oktober 2023. 
6 Karhutla Monitoring Sistem https://sipongi.menlhk.go.id/ diakses pada tanggal 01 Januari 

2024. 

https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html
https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html
https://sipongi.menlhk.go.id/
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pelaku pembakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan ini banyak 

tersebar di daerah Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Ogan Ilir. 

Maka dari itu sangat diperlukan adanya penegakan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana 

pembakaran lahan ini.7 

Meski sudah ada penegakan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang menjamin pencegahan pembakaran lahan, namun tindak 

pidana pembakaran lahan terus terjadi dan merupakan kejadian yang 

berulang.8 Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk meningkatkan 

keamanan hukum masyarakat. Cara lain untuk mencapai tujuan ini termasuk 

menata ulang peran, tanggung jawab dan tanggung jawab organisasi penegak 

hukum sesuai dengan bidang penerapannya, serta menciptakan lingkungan 

kolaboratif yang kuat yang mendukung tujuan yang ingin dicapai.9 Penegakan 

hukum pidana merupakan bagian atau sub sistem dari keseluruhan sistem atau 

kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya merupakan bagian 

dari sistem kebijakan pembangunan nasional.10  

Mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan 

pembakaran lahan tersebut adalah salah satu peran dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran lahan. 

                                                 
7 Ahmad Rafli Baiduri, “Polda Sumsel Tangani 16 Kasus Pembakaran Lahan” diakses 

https://www.antaranews.com/berita/3718662/polda-sumsel-tangani-16-kasus-pembakaran-lahan, 

pada tanggal 01 Februari 2024. 
8 Diana Yusyanti, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk 

membuka usaha perkebunan” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19, No.4 (2019), hlm. 456. 
9 Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3 (2008), 

hlm. 199. 
10

 Farid Zainal Abidin, Hukum Pidana I,  cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika 2007),  hlm. 35 

https://www.antaranews.com/berita/3718662/polda-sumsel-tangani-16-kasus-pembakaran-lahan
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Pembakaran lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan, yaitu dalam Pasal 187, 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai 

Perkebunan. 

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini mengalami penyesuaian 

dengan terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang 

dan mempunyai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, akan tetapi pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini 

masih bisa dipakai dan belum terhapuskan.11 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana 

pembakaran lahan ini diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa 

barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 

maka akan diancam dengan pidana penjara. Kemudian, dalam Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69 ayat 

(1) huruf (h) melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar. 

                                                 
11 Muhammad Zaenuddin, “Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah UU Cipta Kerja” 

diakses https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-

setelah-uu-cipta-kerja, pada tanggal 28 Februari 2024. 

https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja
https://katadata.co.id/analisisdata/60dbe31e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja
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Terdapat kasus pembakaran lahan di Sumatera Selatan yang terjadi 

pada tahun 2019. Luas lahan yang terbakar di tahun itu mencapai 250.000 

(Ha) lebih dari jumlah itu sekitar 135.000 (Ha) atau 50%  lebih berada di 

Kabupaten OKI. Pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda lima 

milyar rupiah.12 

Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2023, Polres Banyuasin 

menangkap pelaku tindak pembakaran lahan sawit yang dilakukan secara 

sengaja. Kapolres Banyuasin mengungkapkan bahwa kebakaran lahan 

tersebut yang melibatkan lahan seluas sekitar 3/4 yang dimiliki oleh pelaku. 

Para pelaku tersebut telah melanggar  Pasal 108 Jo, Pasal 56 Ayat (1), Pasal 

187 KUHPidana dan Pasal 188 KUHPidana. Para pelaku pembakaran lahan 

tersebut juga dapat dikenakan Pasal 188  KUHPidana yang memberikan 

pidana penjara selama 5 tahun atau pidana kurungan selama 1 tahun jika 

mereka menyebabkan kebakaran karena kelalaian atau kealpaan.13  

Kasus kebakaran lahan di Sumatera Selatan seringkali juga 

disebabkan oleh beberapa perusahaan yang membakar lahan. Pada tahun 

2019, terdapat empat perusahaan yang terkena sanksi administratif karena 

mereka tidak mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam 

                                                 
12 Raja Adil Siregar, “9 Pembakar lahan dan hutan di OKI Sumsel ditangkap” diakses  

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190815212923-12-421770/polres-oki-tangkap-6-  

tersangka- pembakar-lahan-hutan-untukkebun/ pada tanggal 01 Februari 2024. 
13 POLDA Sumsel, “Polres Banyuasin Amankan Pelaku Karhutla, 4 Orang Terancam 12 

Tahun Penjara” diakses https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-

karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/, diakses pada tanggal 01 Februari 2024. 

https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/
https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/
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menanggulangi kebakaran lahan, termasuk sumber daya manusianya. 

Keempat perusahaan tersebut digugat secara perdata oleh Gakkum KLHK 

dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yaitu PT BMH, PT 

WAJ, PT WA, dan PT RAJ.14 Perusahaan tersebut dikenakan denda dengan 

nilai gugatan Rp 575 miliar.  

Akibat kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Selatan, pada tahun 

2023 lalu, wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang 

kembali mengalami bau menyengat terutama di Jalan Lintas Palembang-

Indralaya. Kebakaran lahan menghasilkan asap yang mencemari udara, yang 

dengan terpaksa kita harus mengirup udara untuk bernafas. Asap-asap ini 

mengandung campuran debu dan senyawa kimia yang mempunyai efek 

terhadap kesehatan seperti iritasi mata, infeksi saluran pernafasan bahkan 

kematian.15 Penderita Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) di daerah bencana 

asap tahun ke tahunnya terus meningkat 1,8 – 3,8 kali.16 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan pasal 187, 188, 189 

KUHP telah menyatakan bahwa larangan bagi siapa saja yang membakar 

lahan dengan sengaja. Akan tetapi, masih saja oknum-oknum yang masih 

melanggar aturan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 

                                                 
14 Rhama Purnajati, “Perusahaan di Sumsel Terkena Sanksi Administrasi dan digugat 

perdata”, diakses https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/10/sebanyak-10-perusahaan-di-

sumsel-terkena-sanksi-administrasi-dan-perdata pada tanggal 17 April 2024 
15 Serafina Subagio dan Anggraeni Janar Wulan “Efek Asap Kebakaran Hutan terhadap 

Gambaran Histologi Saluran” Medical Journal of Lampung University, Vol 5, No.3, (2016), hlm 

163. 
16 Ibid, hlm 163 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/10/sebanyak-10-perusahaan-di-sumsel-terkena-sanksi-administrasi-dan-perdata
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/03/10/sebanyak-10-perusahaan-di-sumsel-terkena-sanksi-administrasi-dan-perdata
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penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di 

Sumatera Selatan. Penulis akan mengambil riset dengan metode wawancara 

di Polres OKI, Polres Banyuasin, dan Polres Ogan Ilir yang sering terjadi 

kebakaran lahan di daerah tersebut. Serta penulis melakukan wawancara 

terkait penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan di Dinas 

Lingkungan dan Pertanahan dan BPBD Prov. Sumatera Selatan. Fenomena 

kebakaran lahan ini juga sering terjadi setiap tahun sehingga mengakibatkan 

polusi udara dan kabut asap dalam jumlah besar. Penulis mengubah 

pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penelitian yang berjudul 

“ANALISIS PERSOALAN PENANGGULANGAN DAN 

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI 

SUMATERA SELATAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka muncul 

rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana upaya penanggulangan, pencegahan dan upaya penegakan 

hukum tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh Polres 

Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Ogan Ilir bersama Dinas Lingkungan 

Hidup serta BPBD Prov. Sumatera Selatan? 

2. Apa yang menjadi faktor kendala proses penanggulangan dan 

pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di Sumatera Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengevaluasi dan menganalisis upaya penanggulangan, pencegahan dan 

penegakan hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang dilakukan 

oleh Polres Kabupaten OKI, Banyuasin, dan Ogan Ilir bersama Dinas 

Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, serta BPBD Sumatera Selatan. 

2. Meneliti faktor-faktor penyebab dan kendala utama yang memicu 

terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pembakaran lahan di 

Sumatera Selatan, serta mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dalam 

proses penanggulangan dan pencegahannya. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan 

penulis berupa : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dimaksudkan agar kajian penulis dapat mencerahkan para 

pembacanya untuk mengetahui dan menyadarkan adanya penegakan 

hukum  disekitar kita. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyelidiki dan menganalisis 

penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pembakaran lahan di 

Sumatera Selatan. 
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E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini diperlukan guna memberi 

batasan pada pembahasan yang diteliti dengan permasalahan yang diangkat 

agar tidak menyimpangnya pembahasan. Sesuai dengan judulnya pada 

penelitian ini, ruang lingkup yang akan diuraikan ialah mengenai Analisis 

Persoaalan Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran 

lahan di Sumatera Selatan. 

F. Kerangka Teori 

Penggunaan hukum sebagai alat untuk mentransformasi masyarakat, 

yaitu penciptaan konsep. Hal ini diperlukan untuk menjamin pelaksanaan 

hukum untuk meningkatkan berfungsinya hukum masyarakat. Bekerjanya 

hukum itu sendiri bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan 

belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.17 Untuk menjalankan 

penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut : 

1. Teori Penegakan Hukum dari Lawrence Meir Friedman 

 Lawrence M. Friedmen mengajukan teori penegakan hukum yang 

menyatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum 

tergantung pada tiga komponen sistem hukum yang terdiri dari struktur 

hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan 

budaya hukum (legal culture). Struktur hukum di Indonesia yang 

mencakup pengadilan yaitu kehakiman, kepolisian, dan advokat atau 

                                                 
17 Leden Merpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, cet 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 62. 
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pengacara. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa:18 

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system 

consist of elements of this kind: the number and size of courts; their 

jurisdiction …Strukture also means how the legislature is 

organized …what procedures the police department follow, and so 

on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal 

system…a kind of still photograph, with freezes the action.” 

 

[Sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari 

elemen-elemen seperti jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi 

mereka. Struktur juga berarti bagaimana lembaga legislatif 

diorganisir, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian, dan 

seterusnya. Struktur, dengan cara, adalah semacam penampang 

melintang dari sistem hukum semacam foto diam, dengan 

membekukan tindakan.] 

 

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yaitu jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis perkara yang 

dapat disidangkan), dan prosedur pergantian perkara antar pengadilan. 

Struktur tersebut juga mencakup organisasi kamar legislatif, tanggung 

jawab presiden, prosedur kepolisian, dan lainnya. Oleh karena itu, 

struktur hukum, yang juga dikenal sebagai “struktur hukum”, terdiri dari 

lembaga-lembaga hukum yang ada yang bertujuan untuk mengatur 

sistem hukum yang ada. Substansi hukum menurut Friedman adalah:19 

                                                 
18 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Terj. M. Kozim, cet 

6 (Bandung: Nudsa Media, 2009), hlm. 24. 
19 Ibid, hlm. 25. 
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“Another aspect of the legal system is its substance. By this is 

meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people 

inside the system …the stress here is on living law, not just rules in 

law books.”. 

 

[Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang 

dimaksud dengan substansi di sini adalah aturan-aturan aktual, 

norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem,  

penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya 

aturan-aturan di dalam buku-buku hukum.] 

 

Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen yaitu jumlah dan 

ukuran pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis perkara yang 

dapat disidangkan), dan prosedur pergantian perkara antar pengadilan. 

Struktur merupakan skema yang menggambarkan bagaimana hukum 

diterapkan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut 

menggambarkan bagaimana pengadilan, pengadilan hukum dan lembaga 

peradilan berfungsi, serta prosedur hukum.  

Istilah "budaya hukum" atau kultur hukum yang menyangkut pada 

cara masyarakat memandang hukum dan sistem hukum, termasuk 

aktivitas sistem hukum itu sendiri. Friedman berpendapat bahwa dalam 

kaitannya dengan masyarakat hukum ini yaitu: 20 

“The third component of legal system, of legal culture. By this we 

mean people’s attitudes toward law and legal system their belief 

…in other word, is the climinate of social thought and social force 

wicch determines how law is used, avoided, or abused.” 

                                                 
20 Ibid, hlm. 27. 
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[Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang 

kami maksudkan dengan hal ini adalah sikap masyarakat terhadap 

hukum dan sistem hukum,  dengan kata lain adalah klimaks dari 

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana 

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.] 

 

2. Teori Tujuan Pemidanaan dari Herbert L. Packer 

 Hukuman adalah salah satu contoh dari pemidanaan. Pemidanaan 

yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu tindak pidana dan alasan 

pembelaan. Pemidanaan yang dimaksud berkaitan dengan suatu 

pelanggaran terhadap seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan 

meyakinkan oleh putusan pengadilan (incracht van gewijsde).21 Hak 

penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta 

pelaksanaanya tersebut berada penuh di tangan negara.   

Ketika seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana, 

tanggung jawab pidananya dapat berasal dari tindakan masa lalunya 

untuk kepentingan masa depannya. Tujuannya  adalah untuk 

memperbaiki perilaku terpidana.22 Menurut Herbert L. Packer yang 

dikutip oleh Juhaya menyatakan 2 konseptual yang masing-masing 

mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:23 

                                                 
21 Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, 

Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1 (2009), hlm. 195.  
22 Ibid, hlm. 100. 
23 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia: 2011), 

hlm 190. 
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1.   Pandangan Retributif 

  Menurut pandangan ini, pemidanaan diartikan sebagai ganjaran dan 

hasil terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat 

umum. Pandangan ini menggambarkan pemidanaan hanya sebagai 

sarana untuk melawan tindakan yang secara moral tercela yang 

dilakukan terhadap prinsip-prinsip moral. 

2.    Pandangan Utilitarian 

Pandangan ini melihat bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau 

kegunaan dan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 

dijatuhkannya pidana itu. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Metode adalah cara kerja. Jenis penelitian ini menggunakan 

metode empiris. Penelitian adalah suatu metode untuk mengungkapkan 

keinginan dan  rasa tahu untuk belajar yang dilakukan secara terorganisir 

atau melalui kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan 

dengan pemahaman bahwa objek penelitian akan diteliti dengan mencari 

petunjuk apa yang menjadi penyebab dari fenomena yang muncul atau 

terjadi pada objek penelitian tersebut.24  

                                                 
24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,  cet 9 (Jakarta:PT.Raja Grafindo 

Persada,  2007), hlm. 27-28. 
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 Tujuan penelitian adalah untuk menguji apakah kesimpulan teoritis 

yang berupa hipotesis sesuai dengan keadaan di lapangan.25  Penelitian 

hukum yang berjudul Analisis Persoalan Penanggulangan dan 

Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan di Sumatera Selatan 

termasuk dalam kategori penelitian hukum Empiris. Ronny Hanitijo 

Soemitro berpendapat  bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

hukum yang memperoleh datanya dari data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat.26 Penelitian empiris ini didasarkan pada kenyataan di 

lapangan dengan cara wawancara dan melalui observasi langsung. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hukum atau 

peraturan yang berlaku. Pendekatan kasus merupakan pengambilan 

contoh suatu kasus yang telah terjadi di masyarakat.27 

b. Pendekatan Antropologi Hukum 

Pendekatan antropologi hukum adalah disiplin ilmu yang 

menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa. Hoebel 

mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu 

                                                 
25 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm 51. 
26 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cet 

1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  hlm. 154. 
27 Ibid, hlm. 157 



 

 

 

 

17 

ideologis, deskriptif, dan mengkaji ketegangan-ketengangan, 

perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.28 

c. Pendekatan Sosiologis  

Sosiologi hukum dan masyarakat adalah studi yang meneliti reaksi 

dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum beroperasi di dalam 

masyarakat. Pendekatan sosiologis ini dikonstruksi sebagai upaya 

yang agresif, kolaboratif, dan sah secara sosial oleh masyarakat 

umum.29 

d. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menaati semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bertentangan 

dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi.30 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur data atau alat 

pengambilan data langsung  pada subyek sebagai sejumlah informasi 

yang ditunjukkan.31 Data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara, 

                                                 
28 Ihromi, T.O, Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai,  (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), 

hlm. 196-197. 
29 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi dan tesisi, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 20. 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 

133. 
31 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm 

91. 
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quisioner, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer. 

Penulis akan melakukan penelitian dengan metode wawancara yang 

akan dilakukan di :  

1. Ogan Komering Ilir (OKI):  

a. IPTU M. Wahyudi, S.H. (Kepala Unit PidSus Polres OKI); 

b. Bapak Anton (Masyarakat OKI); 

c. Bapak Sutrisno (Masyarakat OKI); 

d. Bapak Agus (Masyarakat OKI); 

2. Banyuasin: 

a. Bripka Ahmad Affandi, S.H. (Anggota Penyidik Pembantu 

PidSus Unit 2 Polres Banyuasin); 

b. Ibu Marni (Masyarakat Banyuasin); 

c. Bapak Yanto Afriadi (Masyarakat Banyuasin); 

d. Bapak Ferdiansyah (Masyarakat Banyuasin); 

3. Ogan Ilir: 

a. AIPDA Teddy Guntara, S.H. (BA Unit PidSus Satreskrim 

Polres Ogan Ilir); 

b. Bapak Wahana (Masyarakat Ogan Ilir); 

c. Ibu Tuti Sulistia (Masyarakat Ogan Ilir); 

d. Ibu Harnani (Masyarakat Ogan Ilir); 
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4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan: 

a. Erni Yusnita, S.H., M.Si. (Kepala Seksi Pengaduan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan); 

b. Denny Sahid (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan 

Lingkungan); 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera 

Selatan: 

a. Sudirman, S.Km, M.Si. (Kepala Bidang Penanganan Darurat 

BPBD Prov. Sumatera Selatan). 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, 

Banyuasin, dan Ogan Ilir, yaitu di Kepolisian Resor (Polres) masing-

masing wilayah tersebut. Kemudian untuk di wilayah provinsi, penulis 

akan melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan 

Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, serta Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada umumnya data yang dikumpulkan 

digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa 

yang telah dirumuskan.32 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

berupa obeservasi peninjauan secara langsung di lokasi untuk 

                                                 
32 Moh Nazir, Metode Penelitian, cet 8 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 211. 
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mendapatkan data primer berupa penjelasan dan informasi dengan 

melakukan tanya jawab atau wawancara bersama pihak-pihak penegak 

hukum dan pihak penanggulangan bencana seperti penyidik kepolisian, 

dinas lingkungan hidup dan badan penanggulangan bencana daerah. 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara 

kualitatif yang mana akan menekan pada data penelitian di lapangan, 

data primer, akan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan data 

yang terkumpul dengan kata-kata terstruktur dan dikorelasikan dengan 

sistematis untuk menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan 

metode Induktif yang mana pada penarikan kesimpulan berdasarkan 

data nyata dari penelitian di lapangan. Kemudian, data tersebut, 

disusun, dianalisis, serta di olah guna mendapatkan makna yang 

berbentuk kesimpulan. 
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02 Maret 2024. 

 

D. Wawancara 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak IPTU M. Wahyudi, S.H. Kepala Unit Pidana 

Khusus Polres Ogan Komering Ilir. Pada tanggal 23 Februari 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Ahmad Affandi, S.H. Anggota 

Penyidik Pembantu PidSus Unit 2 Polres Banyuasin. Pada tanggal 01 

Maret 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak AIPDA Teddy Guntara, S.H, BA Unit 

Pidana Khusus Polres Satreskrim Ogan Ilir, pada tanggal 26 Februari 

2024. 

https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/
https://humas.polri.go.id/2023/10/10/polres-banyuasin-amankan-pelaku-karhutla-4-orang-terancam-12-tahun-penjara/
https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan
https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3388/upaya-serius-pemerintah-tangani-kebakaran-hutan-dan-lahan
https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/14/drone-squad-diterjunkan-titik-hotspot-kebakaran-hutan-di-oki-ini-kemampuannya
https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/14/drone-squad-diterjunkan-titik-hotspot-kebakaran-hutan-di-oki-ini-kemampuannya
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Hasil Wawancara dengan Bapak Denny Sahid, Kepala Unit Seksi 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLHP Sumsel, pada tanggal 26 

Februari 2024. 

 

Hasil Wawancara  dengan Ibu Erni Yusnita, S.H., M.Si, Kepala Seksi 

Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, pada tanggal 28 

Februari 2024. 

 

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudirman, S.Km., M.Si, Kepala Bidang 

Penanganan Darurat BPBD Prov. Sumsel, pada tanggal 28 Februari 

2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Anton. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada  

tanggal 27 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Sutrisno. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada 

tanggal 27 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus. Masyarakat Kabupaten OKI. Pada 

tanggal 27 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Ibu Marni. Masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pada 

tanggal 28 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto Afriadi. Masyarakat Kabupaten 

Banyuasin Pada tanggal 28 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah. Masyarakat Kabupaten 

Banyuasin. Pada tanggal 28 Juni 2024. 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Wahana. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. 

Pada tanggal 30 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Ibu Tuti Sulistia. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. 

Pada tanggal 30 Juni 2024. 

 

Hasil Wawancara dengan Ibu Harnani. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. 

Pada tanggal 30 Juni 2024. 

 

 


